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                                    INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA 

                                    KABUPATEN ENREKANG 

 

A. Identitas Desa 

A.1. Nama Desa : 

A.2. Kecamatan : 

A.3. Kategori Desa : 

 

No   Nama Dokumen Data yang Dibutuhkan Keterangan Check 

List 

1  RPJM Desa 

Kalau tidak diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  RKP Desa 

Kalau tidak diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

3  APB Desa 

Kalau tidak diberikan 

Semua  Minta 

File/FC 

Minta ditunjukkan  Foto 

bagian indikator kinerja 

dari RPJM Desa (tabel  

1) 

Minta ditunjukkan 

program yang 

mendukung pencapaian  

tujuan dana desa (tabel  

2) 

Semua  Minta 

File/FC 

Minta ditunjukkan  Foto 

bagian indikator kinerja 

dari RKP Desa (tabel 1) 

Minta ditunjukkan 

program yang 

mendukung pencapaian  

tujuan dana desa (tabel  

2) 

Semua  Minta 

File/FC 

Minta ditunjukkan  Foto 

bagian indikator kinerja 

dari APB Desa (tabel 1) 

Minta ditunjukkan 

program yang 

mendukung pencapaian  

tujuan dana desa (tabel  

2) 

Minta ditunjukkan 
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program dana desa yang 

sesuai dengan prioritas  
penggunaan dana desa  
(tabel 3) 

4  Daftar Hadir 

Musrembang Desa 

 

 

5  Notulensi Musrembang 

Desa 

 

 

 

 

6  Rekening Kas Desa 

 

 

7  Rencana Anggaran 

Biaya Kegiatan 

 

 

8  Surat Permintaan 

Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

9  Laporan Realisasi APB 

Desa 2017 semester I 

10  Laporan Realisasi APB 

Desa 2017 semester II 

11  Buku Kas Umum 

 

12  Buku Kas pembantu 

Pajak 

 

13  Buku Bank 

14  Pertanggungjawaban 

Bendahara kepada 

Kepala Desa 

Jumlah masyarakat yang  Foto  

hadir 

Keterwakilan pekerjaan  Foto 

/ gender / suku / agama 

Keaktifan Masyarakat  Foto 

memberi Saran 

Muatan saran-saran  Foto 

masyarakat untuk  (sampling  

disesuaikan dengan APB beberapa 

Desa  lembar) 

Apakah penerimaan dan  Foto 

pengeluaran desa 

tergambar dalam 

rekening desa 

Apakah setiap kegiatan  Foto 

dibuatkan RAB?  beberapa 

RAB 

Kegiatan 

Apakah pelaksana  Foto 

kegiatan mengajukan  beberapa SPP 

Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)  

kepada Kepala Desa 

Lampiran  Foto 

pertanggungjawaban  lampiran SPP 

kegiatan beserta 

lampiran bukti transaksi 

Semua  Minta File / 

FC 

Semua  Minta File / 

FC 

Apakah buku kas umum  Foto sample 

selalu terupdate?  beberapa 

halaman 

Apakah buku tersedia  Foto sample 

dan digunakan  beberapa 

halaman 

Apakah buku tersedia  Foto Identitas 

buku bank 

Apakah ada dokumen PJ  Foto sample 

Bendahara setiap bulan  beberapa 

halaman 
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15   Laporan 

Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun 

Anggaran 2017 

Kalau tidak diberikan 

 

 

 

 

 

 

16   Laporan Kekayaan  
 Milik Desa per 31 

Desember Tahun  

Anggaran 2017 

17   Laporan Program  
 Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah  

yang masuk ke desa 

18   Dokumentasi 

Pertanggungjawaban 

Kepala Desa 

 

 

 

Semua  Minta file / 

FC 

 

 

 

Periksa kesesuaian  Foto 

antara perencanaan 

dengan realisasi  

anggaran (Tabel 4) 

Kesesuaian antara  Foto 

perencanaan dengan 

realisasi fisik (Tabel 5) 

Apakah tersedia?  Foto sampel 

beberapa 

halaman 

 

Apakah tersedia?  Foto sampul 

dan beberapa 

halaman 

 

Foto kegiatan PJ atau  Minta file 

media PJ (baligho, dll)  atau foto 

ulang 

 

Tabel 1. Indikator Kinerja 

 

No Nama Dokumen Ketersediaan Ketersediaan Keterangan 

Indikator Kinerja 

(%) 

1 Rencana Tersedia / Tidak 

Pembangunan Jangka Tersedia* 

Menengah Desa 

2 Rencana Kerja Tersedia / Tidak 

Pemerintah Desa Tersedia* 

3 Anggaran Pendapatan Tersedia / Tidak 

dan Belanja Desa Tersedia* 

 

Tabel 2. Program yang sesuai dengan dana desa 

 

No  Tujuan Dana Desa  Indikasi 

Program 

1  Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa 

untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna 

kesejahteraan bersama 

2  Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 
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efektif, terbuka, serta bertanggung jawab 

 

3  Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa 

guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum 

 

4  Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara 

kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional 

5  Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional 

6  Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan 

 

 

 

 

Tabel 3. 

Program Prioritas Kegiatan yang Interpretasi Keterangan 

berdasarkan Peraturan diprogramkan 

Menteri 

Bidang Pembangunan 

Sesuai / Tidak 

sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Sesuai / Tidak 

sesuai 
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Tabel 4.  Kesesuaian  antara  perencanaan  dengan  realisasi  anggaran (studi 

dokumen: APBDes dan laporan realisasi APBDesa) [Perangkat Desa] 

Uraian Besaran Anggaran Realisasi Persentase 

yang Direncanakan Anggaran Efektivitas 

(X) (Y) (X/Y*100%) 

Penerimaan 

 

PAD 

Dana Desa 

Bagian dari hasil pajak  

&retribusi daerah  

kabupaten/ kota  

Alokasi Dana Desa  

Lain-lain 

Belanja 

Penyelenggaraan  

Pemerintahan 

Pembangunan Desa  

Pemberdayaan  

Masyarakat 
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Pembinaan 

Kemasyarakatan  

Tak Terduga 

Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan  

Pengeluaran Pembiayaan 

Rata-Rata 

 

 

Tabel 5. Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik 

Uraian   Output fisik yang direncanakan  Realisasi fisik   Persentase Efektivitas 

(X) (Y) (X/Y*100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-Rata 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA 

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESAKABUPATEN ENREKANG 

 

 

 

A. Identitas Desa 

A.1. Nama Desa : 

A.2. Kecamatan : 

B. PENGELOLAAN DANA DESA 

B.1. Perencanaan 

B.1.1. Apakah dokumen-dokumen berikut telah dimiliki oleh pemerintah desa dan  

apakah setiap dokumen memiliki indikator kinerja/keberhasilan yang dapat  

diukur? 

No Nama Dokumen Ketersediaan Ketersediaan Keterangan 

Indikator 

Kinerja (%) 

1 Rencana Pembangunan Tersedia / Tidak 

Jangka Menengah Desa   Tersedia* 

2 Rencana Kerja Tersedia / Tidak 

Pemerintah Desa Tersedia* 

3 Anggaran Pendapatan Tersedia / Tidak 

dan Belanja Desa Tersedia* 

 

B.1.2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa 

a. Berapa Jumlah peserta musyawarah pembahasan APBDesa tahun 2015, 2016  

dan 2017? 

Tahun   Jumlah yang  

 Hadir 

2015  

2016  

2017 

 

b.   Bagaimana   keterwakilan   masyarakat   yang   hadir   dalam   musyawarah  

 pembahasan APBDesa berdasarkan  latar belakang pekerjaan, gender, suku,  

 agama, dll.? 
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c. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah? Apakah masyarakat  

 secara aktif ikut memberikan saran dalam musyawarah? 

 

 

 

 

 

 

 

d. Apakah saran-saran warga terakomodasi dalam RPJM Desa, RKP Desa dan  

 APB Desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Indikasi perencanaan program yang mendukung tercapainya tujuan pemberian  

 dana desa 

No Tujuan Dana Desa Indikasi 
Program 

1  Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa 

untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna 

kesejahteraan bersama 

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa: 
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2  Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 

efektif, terbuka, serta bertanggung jawab 

 

 

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa: 

 

 

 

 

 

3  Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa 

guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum 

 

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa: 

 

 

 

 

 

 

4  Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara  

kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional 
Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional 

 

 

 

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa: 
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6  Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan 

 

 

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.3. Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

a.   Apakah   dalam   penyusunan   APBDes,   Pemerintah   desa   memperhatikan  

 Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa? 

YA / TIDAK 

 

b.  Berdasarkan  peraturan  menteri  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa,  

 menurut Bapak/Ibu, Desa Bapak/Ibu termasuk pada tipologi desa apa? 

 

a. Tertinggal/Sangat Tertinggal 

b. Berkembang 

c. Maju/Mandiri 

 

 

c. Kesesuaian antara arahan prioritas berdasarkan peraturan menteri dengan  

 kegiatan yang diprogramkan oleh desa 

 

Arahan Prioritas Kegiatan yang Interpretasi Keterangan 

Penggunaan Dana Desa diprogramkan 

 

Bidang Pembangunan 

Sesuai / Tidak 

sesuai 
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Jika ditemukan ketidaksesuaian, mohon dijelaskan alasannya 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Sesuai / Tidak 

sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ditemukan ketidaksesuaian, mohon dijelaskan alasannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Pelaksanaan 

B.2.1.   Apakah   semua   penerimaan   dan   pengeluaran   desa   dalam   rangka  

 pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa? 

Ya / Tidak 

B.2.2. Bagaimana proses pencairan dana desa/alokasi dana desa? 

a. Sangat Sulit b. Sulit c. Mudah d. Sangat Mudah 

Jika dianggap sangat sulit/sulit, mohon deksripsikan lebih lanjut apa yang  

 dianggap sulit: 
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B.2.3. Perlaksanaan Kegiatan 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Ya   Tidak 

1  Apakah pelaksana kegiatan selalu mengajukan 

Rencana Anggaran Biaya sebelum melaksanakan  
kegiatan? 

2 Apakah   Rencana   Anggaran   Biaya   selalu 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa 

3 Apakah pelaksana kegiatan mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala 

Desa 

4  Apakah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP)   disertai   dengan   pernyataan   tanggung  

jawab dan belanja dan lampiran bukti transaksi? 

 

B.2.4. Perubahan Peraturan 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya   Tidak 

1 Apakah terjadi perubahan APBDesa pada tahun 2017 

2 Apa alasan dilakukan perubahan? 

a   keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar  

 jenis belanja 

b   keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran  

 (SilPA)  tahun  sebelumnya  harus  digunakan  dalam  tahun  
 berjalan 

c   terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan  

 desa pada tahun berjalan 

d   terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, 

krisis ekonomi,    dan/atau    kerusuhan    sosial yang 

berkepanjangan 

e   perubahan   mendasar   atas   kebijakan   Pemerintah   dan  

 Pemerintah Daerah 

 

B.2.5. Kesesuaian antara tujuan umum dana desa dengan realisasi dana desa 

No Tujuan Dana Desa Tercapai/Tidak   Keterangan 

1 mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi 
masyarakat Desa untuk pengembangan 

potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan  

bersama 

2  membentuk Pemerintahan Desa yang 
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profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta 

bertanggung jawab 

3  meningkatkan pelayanan publik bagi warga 

masyarakat Desa guna mempercepat  

 perwujudan kesejahteraan umum  

4 meningkatkan ketahanan sosial budaya  

 masyarakat Desa guna mewujudkan  

 masyarakat Desa yang mampu memelihara  

 kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan  

 nasional 

5  memajukan perekonomian masyarakat Desa 

serta mengatasi kesenjangan pembangunan  
nasional 

6  memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek 

pembangunan 

 

B.3. Penatausahaan 

B.3.1. Pembukuan Keuangan 

No Nama Dokumen Ketersediaan 

1 Buku kas umum Tersedia / Tidak Tersedia* 

2 Buku kas pembantu pajak Tersedia / Tidak Tersedia* 

3 Buku bank Tersedia / Tidak Tersedia* 

B.3.2. Apakah pertanggungjawaban bendahara kepada kepala desa rutin dilakukan  

 paling lambat tanggal 10 setap bulan? 

Ya / Tidak 

a. Jika tidak, jelaskan mengapa tidak dilakukan secara rutin? 

 

 

 

 

 

 

B.4. Pelaporan 

 

No Nama Ketersediaan Kesesuaian Waktu Persentase 

Dokumen dengan Pelaporan Serapan 

Format Anggaran 

1 Laporan Tersedia / Sesuai / 
Semester Tidak Tidak 

Pertama Tersedia* Sesuai* 

2 Laporan Tersedia / Sesuai / 

Semester Tidak Tidak 

Akhir Tahun   Tersedia* Sesuai* 
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B.5 Pertanggungjawaban 

B.5.1. Ketersediaan Dokumen 

No Nama Dokumen Ketersediaan Kesesuaian 

dengan Format 

1 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Tersedia / Sesuai / 

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Tidak Tidak Sesuai* 

2016 Tersedia* 

2 Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Tersedia / Sesuai / 

Desember Tahun Anggaran 2016 Tidak Tidak Sesuai* 

Tersedia* 

3 Laporan Program Pemerintah dan Tersedia / Sesuai / 

Pemerintah Daerah yang masuk ke desa Tidak Tidak Sesuai* 

Tersedia* 

 

B.5.2. Kemana saja laporan pertanggungjawaban disampaikan? 

 

 

 

 

 

B.5.3.  Apakah  Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  

 pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis  

 dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Ya / Tidak 

B.5.4. Melalui   media   apa   saja   pertanggungjawaban   diinformasikan   ke  

 masyarakat? 

 

 

 

 

 

B.5.5.  Bagaimana  tanggapan  masyarakat  tentang  pertanggungjawaban  yang  

 disampaikan? 
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C. FAKTOR YANG MEMENGARUHI 

C.1. Sumber Daya Manusia 

C.1.1. Siapa yang mengerjakan laporan keuangan di Desa? 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.2. Siapa-siapa saja perangkat desa yang pernah mengikuti pelatihan/bimtek  

 keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

C.1.3. Bagaimana pemahaman perangkat desa terhadap perturan-peraturan  

 mengenai keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2. Manajemen 

C.2.1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa  

 oleh kepala desa? 
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C.2.2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa 

oleh BPD? 

 

 

 

 

 

C.2.3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa  

 oleh Pemerintah Daerah? 

 

 

 

 

 

C.2.4. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa  

 oleh Pemerintah Pusat? 

 

 

 

 

 

 

C.2.5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa  

 oleh Masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

C.2.6. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan anggaran  

desa? 
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C.3. Sosial Politik 

C.3.1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.2. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.3. Apakah masyarakat bersikap kritis terhadap informasi keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.4. Bagaimana hubungan kekerabatan kepala desa dengan masyarakat? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA 

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESAKABUPATEN ENREKANG 

 

 

 

Nama Responden : 

Pekerjaan : 

 

A. Identitas Desa 

A.1. Nama Desa : 

A.2. Kecamatan : 

 

B. PENGELOLAAN DANA DESA 

B.1. Perencanaan 

B.1.1. Pengetahuan Masyarakat ttg Dokumen Perencanaan di Desa 

No Nama Dokumen Pengetahuan Pernah Keterlibatan 

Melihat dalam 

Penyusunan 

1 Rencana Pembangunan Tau / Tidak Pernah / Terlibat / Tidak 

Jangka Menengah Desa    Tau Tidak Terlibat 

Pernah 

2 Rencana Kerja Tau / Tidak Pernah Terlibat / Tidak 

Pemerintah Desa Tau /Tidak Terlibat 

Pernah 

3 Anggaran Pendapatan Tau / Tidak Pernah Terlibat / Tidak 

dan Belanja Desa Tau /Tidak Terlibat 

Pernah 

 

B.1.2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa 

a. Sepengetahuan Bapak, berapa jumlah peserta musyawarah pembahasan 

APBDesa tahun 2015, 2016 dan 2017? 

 

Tahun   Jumlah yang 

Hadir 

2015  

2016  

2017 
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b.   Bagaimana   keterwakilan   masyarakat   yang   hadir   dalam   musyawarah  

 pembahasan APBDesa berdasarkan  latar belakang pekerjaan, gender, suku,  

 agama, dll.? 

 

 

 

 

c. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah? Apakah masyarakat  

 secara aktif ikut memberikan saran dalam musyawarah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Apakah saran-saran bapak terakomodasi dalam RPJM Desa, RKP Desa dan  

 APB Desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.3. Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

a.   Apakah   dalam   penyusunan   APBDes,   Pemerintah   desa   memperhatikan  

 Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa? 

YA / TIDAK / TIDAK TAU 

b.  Berdasarkan  peraturan  menteri  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa,  

 menurut Bapak/Ibu, Desa Bapak/Ibu termasuk pada tipologi desa apa? 
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a. Tertinggal/Sangat Tertinggal 

b. Berkembang 

c. Maju/Mandiri 

 

c. Kesesuaian antara arahan prioritas berdasarkan peraturan menteri dengan  

 kegiatan yang diprogramkan oleh desa 

 

Arahan Prioritas Penggunaan Dana Kegiatan yang Keterangan 

Desa diprogramkan 

Bidang Pembangunan 

 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Pelaksanaan 

B.2.1. Perubahan APBDesa 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya   Tidak 

1 Apakah terjadi perubahan APBDesa pada tahun 2017 

2  Apakah  bapak  dilibatkan  dalam  pembahansan  perubahan 

APBDesa tahun 2016? 

3  Mengapa terjadi perubahan APBDesa tahun 2017? 
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B.2.2. Kesesuaian antara tujuan umum dana desa dengan realisasi dana desa 

No Tujuan Dana Desa Ya/Tidak   Keterangan 

1 Apakah setelah ada dana desa, partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan potensi dan aset 

desa menjadi lebih baik? 

2  Apakah setelah ada dana desa, pemerintah desa 

lebih profesional, terbuka dan bertanggung jawab? 3 
Apakah setelah ada dana desa, pelayanan kepada  
 masyarakat desa semakin baik? 

4  Apakah setelah ada dana desa, persatuan 

masyarakat lebih baik? 

5  Apakah setelah ada dana desa, perekonomian 

masyarakat lebih maju? 

6  Apakah setelah ada dana desa, masyarakat semakin 

merasa ikut menjadi bagian dari pembangunan  

desa? 

 

B.3. Pelaporan 

 

No Nama Dokumen Pengetahuan Penilaian Keteragngan 

1 Laporan Semester Pertama   Tau/Tidak Baik / Tidak 

Tau Baik 

2 Laporan Semester Akhir Tau/Tidak Baik / Tidak 

Tahun Tau Baik 

 

B.5 Pertanggungjawaban 

B.5.1. Apakah bapak pernah mendapatkan informasi mengenai Laporan realisasi  

 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa? 

Ya / Tidak 

 

B.5.2. Melalui   media   apa   saja   pertanggungjawaban   diinformasikan   ke  

 masyarakat? 

 

 

B.5.3.   Bagaimana   tanggapan   bapak   tentang   pertanggungjawaban   yang  

 disampaikan? 
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C. FAKTOR YANG MEMENGARUHI 

C.1. Sumber Daya Manusia 

C.1.1. Siapa yang mengerjakan laporan keuangan di Desa? 

 

 

 

 

 

 

C.2. Manajemen 

C.2.1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa  

 oleh Masyarakat? 

 

 

 

 

 

C.2.2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan anggaran  

desa? 

 

 

 

 

 

 

 

C.3. Sosial Politik 

C.3.1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.2. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah desa? 
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C.3.3. Apakah masyarakat bersikap kritis terhadap informasi keuangan desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.4. Bagaimana hubungan kekerabatan kepala desa dengan masyarakat? 
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LAMPIRAN : 

1. FotoWawancaradenganInforman dan 

ContohKegiatan/Paket Program Dana Desa 

2. InstrumenPenelitian 

3. Peta KabupatenEnrekang 

4. Road Map Dana Desa 2015-2017 

5. Rincian Dana Desa 2015-2017 

6. Surat IzinPenilitian 
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LAMPIRAN : 

1. FotoWawancaradenganInforman dan 

ContohKegiatan/Paket Program Dana Desa 
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WawancaradenganNana Sutrisna, SE 

KabidPemdesBapemdesKab.Enrekangtentangpengelolan dana desa, Nopember 

2017. 
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Wawancaradengan Yusuf Nohong ,CamatCendana, , Nopember 2017 

 

WawancaradenganAmiruddinKadesPundiLemoKec. Cendana, Nopember 

2017 

 

WawancaradenganSukri, ST,Koordinator Tenaga 

PendampingDesaKab.Enrekang, Nopember 2017 
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Kantor DesaPundiLemoKecamatanCendana dan PapanInformasidesatentang 
Program Dana Desa,  Nopember 2017 

 

 

Kegitaan Pembangunan Jalan Beton  100% (3x 500 M) di Dusun 

PadukkuDesaPundiLemoKec. Cendana yang menggunakan Dana Desa ,Nopember 2017 

 

 

Kegiatan Pembangunan Kolam Ikan  80% ( 50x 75 M) di DesaRangaKec. Enrekang yang 

menggunakan Dana Desa ,Nopember 2017 
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Kegiatan Pembangunan Poyandu  80% ( 5x10 M) di DesaMataaloKec.Alla yang 

menggunakan Dana Desa , Nopember 2017 

 

 

Wawancara dan konsultasidenganA.Oddang SH, Kasie 

DatunKajariEnrekangtentangPenyalahgunaan Dana DesaKasusDesaBolang, 

Juni 2018 
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SuasanaMusrembangDesaRanga, 

Sumber: Data sekunderdaripemerintahDesaRanga 
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Daftar HadirMusrembangDesaRanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Usulan Masyarakat dari Hasil MusyawarahDesaRanga 
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SusunanStrukturOrganisasiPerangkatDesaRanga 

 

 

SusunanStruktur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) DesaRanga 
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Standar dan BesaranPenghasilan dan TunjanganAparatDesa  

 

Sumber :PemdesKabupatenEnrekang, 2018 
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LAMPIRAN : 

2. InstrumenPenelitian 

 

 


